
SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PENGEMBANGAN

KELOMPOK USAHA BERSAMA PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
Menimbang: sa. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang pelaksanaannya
terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dan bertentangan
dengan regulasi dimaksud, sehingga terdapat kekurangan
yang perlu diperbaiki,

b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam
meningkatkan dan membantu kegiatan atau usaha
masyarakat adalah melalui program pemberdayaan
perempuan dengan pemberian bantuan bagi kelompok usaha
bersama perempuan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Untuk Pengembangan
Kelompok Usaha Bersama Perempuan.

Mengingat: l.Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820),



3.

o.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha4
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679):

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana6.
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575),

. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 56 Tahun 2005 tentang7.
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang8.
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang9
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737),
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199),
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Menetapkan

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keruangan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2008 Nomor 11),
Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 42
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Untuk
Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan
Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 42),
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2013
tentang Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 26),
Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Untuk Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013
Nomor 59),

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN UNTUK PENGEMBANGAN
KELOMPOK USAHA BERSAMA PEREMPUAN
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan untuk
Pengembangan Kelompok Usaha Bersama Perempuan
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Bantuan untuk Pengembangan
Kelompok Usaha Bersama Perempuan diubah dan dihapus
sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 11 huruf a di hapus.
2. Ketentuan dalam Pasal 13 huruf g di hapus.
3. Ketentuan dalam Pasal 16 di hapus.
4. Ketentuan dalam Pasal 17 di hapus.
5. Ketentuan dalam Pasal 18 di hapus.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 7 April 2016
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITAWIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretatiat Kabupaten Kutai Kartanegara

Kepala Bagian Hukum

PURNOMO. SH
NIP. 19780606 200212 1 002


